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BAB I  
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 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi segala bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Salah satu 

pengaruh tersebut adalah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan 

transaksi jual beli. Masyarakat yang mulanya melakukan kegiatan perdagangan  

secara langsung atau offline kini dapat melakukan kegiatan tersebut secara 

online atau melalui internet. Aktivitas perdagangan dunia yang sangat 

berkembang saat ini dengan mengkaitkan penggunaan internet adalah 

electronic commerce atau bisa disebuat E-commerce.1 

Dengan penggunaan internet yang semakin meningkat membuat e-

commerce di Indonesia berkembang dengan pesat. Internet telah membawa 

perekonomian dunia ke tahap yang baru, atau biasa dikenal dengan digital 

economics atau perekonomian digital.2 Terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang 

– Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disebut “UU ITE) yang menjelaskan bahwa transaksi elektronik 

                                                             
1 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Cyber Sistem Pengamanan E-commerce, makalah dalam 

seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan yang 

diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm. 

1 
2 Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commmerce, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 11. 



2 

 

 
 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.3  

Di era pertumbuhan dan perkembangan teknologi, internet bukan lagi hal 

baru. Pesatnya perkembangan teknologi  telah membawa banyak perubahan pada 

gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia. Pola hidup ini dapat ditemukan di 

hampir setiap bidang ilmu, baik sosial, budaya, komersial atau lainnya. Tak hanya 

itu saja internet juga memberikan sebuah sarana untuk melakukan browsing, 

mencari data, pengetahuan dan dapat berkomunikasi melalui situs jejaring sosial, 

serta termasuk perdagangan.4  

Di Indonesia saat ini terdapat di  UU ITE yang menjelaskan beberapa hal 

yang penting, yaitu pertama, adanya kepastian hukum yang dapat menjamin 

transaksi elektronik didukung dengan pengakuan transaksi elektronik beserta data 

– data elektronik dalam bagian hukum perikatan dan hukum pembuktian. Yang 

kedua diklasifikasinya perbuatan yang tergolong kedalam kondisi pelanggaran 

hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan IT (Information Technology) 

beserta sanksi pidana. 

Munculnya e-commerce memudahkan konsumen untuk berbelanja tanpa 

keluar rumah. Melalui e-commerce konsumen juga mendapatkan informasi 

barang/jasa yang akan dibeli berdasarkan informasi dari penjual. Bahkan konsumen 

juga mendapatkan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli 

                                                             
3 Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
4  Yusli Yenni, Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Pembelajaran dan kemandirian 

Belajaran Bagi Anak Tiban Lama, Jurdimas Royal, Volume 2 Nomor 1, 2019, 

(https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas/article/view/278/239), hlm. 8 

https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas/article/view/278/239
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secara langsung di tempat. Akan tetapi terdapat kelebihan dan kekurangan dalam 

transaksi jual beli secara online.  

Kelebihan dari jual beli secara online ini adalah barang/jasa yang bervariasi 

membuat konsumen dapat memilih secara bebas sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Serta terdapat deskripsi barang dari kegunaan, kualitas dan 

jenis secara praktis dan efisien melalui gawai. Kelebihan lainnya adalah terdapat 

banyaknya potongan harga yang membuat konsumen ingin membeli barang/jasa 

yang ada di marketplace dan pembayarannya cenderung lebih mudah dan praktis.  

Hubungan hukum antara pihak marketplace dan Pelaku usaha (Merchant) 

adalah hubungan kerjasama dan pemberian kuasa. Dari hubungan hukum tersebut 

akan menimbulkan beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban penjual dalam 

bertransaksi jual beli. Penjual sebagai penyedia barang dan shopee sebagai 

penyedia platform marketplace/penyedia layanan. 

Dalam transaksi jual beli shopee dengan pihak penjual mempunyai 

hubungan hukum yaitu sebagai pengguna layanan/ kerjasama di situs yang 

disediakan oleh pihak shopee untuk memperjual belikan berbagai macam produk 

yang ingin di jual oleh penjual. 5  Marketplace sebuah platform yang bertindak 

sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen melaksanakan transaksi 

elektronik melalui internet. 6  Contoh Marketplace di Indonesia adalah Shopee, 

Tokopedia, dan lain – lain.  

                                                             
5 Shopee, Kebijakan shopee, 2021 http://shopee.co.id diunduh 22 September 2022, Pukul 

13:40.  
6 Robert Marco dan Bernadheta Tyas, “Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada 

Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan,” Jurnal Ilmiah DASI 18, no. 2 

(2017): 49. 

http://shopee.co.id/
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Shopee bagian dari perusahaan Sea Group yang pertama kali diluncurkan 

pada tahun 2015 di 7 negara sekaligus, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, 

Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sea Group berdedikasi untuk 

meningkatkan  kehidupan  konsumen dan pemilik usaha kecil melalui teknologi 

menjadi lebih baik. Pada Akhir Mei 2015 Shopee memasuki perekonomian 

Indonesia dan mulai bergerak di Indonesia pada akhir Juni 2015. 

Aplikasi online yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi serta 

terdapat beberapa penawaran berbagai jenis barang dari pakaian hingga kebutuhan 

sehari – hari. Maka dari itu Shopee memiliki daya tarik pengguna untuk berbelanja 

dengan mudah dan cepat tanpa membuka website dari perangkat komputer. Saat ini 

jumlah unduhan Shopee di Google Play Store telah mencapai 50 juta unduhan.7 

Tokopedia termasuk salah satu perusahaan perdagangan digital terbesar di 

Indonesia. 8  Tokopedia muncul pada 17 Agustus 2009 dan menjadi salah satu 

perusahaan internet dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Berupaya 

memahami pasar online dan model bisnis, Tokopedia memulai setiap usaha kecil 

dan merek  untuk menjalankan toko online.  

Alasan penulis memilih untuk meneliti Marketplace Shopee dan Tokopedia 

adalah berdasarkan jumlah pengguna Marketplace tersebut. Berdasarkan laporan 

peta e-commerce i-price menunjukkan bahwa Tokopedia berada ditingkat pertama 

dengan jumlah 137 juta pengunjung. Dan diikuti oleh Shopee yang berada pada 

peringkat kedua. Selain itu, banyak temuan pada kedua marketplace tersebut yang 

                                                             
7 Shopee, 2015,Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia tenggara dan 

Taiwan, (https://careers.shopee.co.id/about) diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 9:56 
8 Tokopedia, 2009, Kisah Kami, (https://www.tokopedia.com/about?lang=id ) diakses pada 

tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16:57 

https://careers.shopee.co.id/about
https://www.tokopedia.com/about?lang=id
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mengalami permasalahan metode pembayaran salah satunya adalah COD (Cash On 

Delivery). 9 

Pada prinsipnya sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) adalah 

metode pembayaran dengan membayar secara tunai (cash) yang dimana 

pembayaran dilakukan pada saat barang tersebut sampai di tujuan. Akan tetapi 

dalam metode pembayaran ini, konsumen melakukan pembayaran tidak langsung 

diberikan kepada penjual namun melalui perantara kurir yang mengantarkan 

pesanan tersebut. Berikut ini merupakan Tabel persentase dari sistem pembayaran 

yang sering digunakan E-Commerce.10 

Tabel 1 

No. Sistem Pembayaran Persen (%) 

1. 

 

Cash On Delivery 

(COD) 

83,11 

2.  Transfer Bank 12,57 

3.  E-Wallet 2,24 

4. Kartu 2,08 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 19 Desember 2022 

 

Berdasarkan tabel diatas Sistem COD menjadi pilihan yang paling sering 

digunakan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Sekitar 83% dari 

15.677 sampel usaha e-commerce yang tersebar di 34 provinsi dan 159 

                                                             
9 Tim, CNBC Indonesia, 2022, “Ini Dia Raja E-Commerce di Asia Tenggara, Bisa Tebak?, 

(https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220602154502-37-343830/ini-dia-raja-e-commerce-di-

asia-tenggara-bisa-tebak) diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 17:12 
10 Databok, 2022, “Persentase pelaku usaha E-commerce menurut metode pembayaran 

yang sering digunakan”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/survei-mayoritas-

pelaku-usaha-e-commerce-di-indonesia-gunakan-pembayaran-tunai-cod diakses pada tanggal 31 

Januari 2023 pukul 13:23 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220602154502-37-343830/ini-dia-raja-e-commerce-di-asia-tenggara-bisa-tebak
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220602154502-37-343830/ini-dia-raja-e-commerce-di-asia-tenggara-bisa-tebak
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kabupaten/kota.11 Konsumen memilih sistem COD karna merasa lebih aman 

untuk memastikan barang tersebut sampai ditujuan.12 Sistem COD ini dapat  

menjangkau konsumen yang tidak memiliki akses keuangan digital. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya pengguna sistem 

pembayaran COD ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum/ isu 

hukum yang terjadi di masyarakat.  

Salah satu contoh kasus akibat dari penggunaan sistem COD adalah 

ditemukan sebuah video yang beredar di sosial media, menunjukan seseorang 

yang membeli handphone merek xiaomi seharga Rp. 2.500.000,00 namun isi 

dari kotak Paket tersebut bukan handphone yang dipesan melainkan sebuah 

kotak yang berisi batu. Dalam hal ini, karena pembeli menggunakan sistem 

pembayaran COD maka konsumen harus tetap membayar kepada kurir yang 

mengantarkan barang sesuai dengan ketentuan COD pada umumnya meskipun 

barang yang dipesan tidak sesuai.13 

Terdapat kasus lain, yaitu paket datang kerumah namun konsumen 

merasa tidak memesan barang tersebut. Kejadian ini dialami oleh istri dari agus 

mulyadi, seorang kurir mengantarkan sebuah paket ke alamat rumahnya. Paket 

itu kemudian diterima sang istri. Melihat alamat dan namanya sesuai, istri Agus 

lantas menerima dan membayar Rp 100.000. setelah itu istri memberi tahu 

                                                             
11 Ibid. 
12 Rizaty, Monavia Ayu, 2021, Alasan Konsumen menggunakan Metode Cash On Delivery 

(COD) saat berbelanja di e-commerce, databok 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/jumlah-pengunjung-tokopedia-kalahkan-

shopee-pada-kuartal-i-2021  diakses pada tanggal 21 September 2022 pukul 13:43 
13  Tim Tvone, 2021,”Viral! Beli HP Rp. 2,5 Juta yang diterima malah 7 batu”, 

https://www.tvonenews.com/berita/nasional/11884-viral-beli-hp-rp25-juta-yang-diterima-malah-7-

batu diakses pada tanggal 30 agustus 2022 pukul 15:20 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/jumlah-pengunjung-tokopedia-kalahkan-shopee-pada-kuartal-i-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/jumlah-pengunjung-tokopedia-kalahkan-shopee-pada-kuartal-i-2021
https://www.tvonenews.com/berita/nasional/11884-viral-beli-hp-rp25-juta-yang-diterima-malah-7-batu
https://www.tvonenews.com/berita/nasional/11884-viral-beli-hp-rp25-juta-yang-diterima-malah-7-batu
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tentang paket tersebut kepada agus mulyadi, namun agus mengaku tidak pernah 

memesan paket COD.14 

 Terjadi pada platform Tokopedia yang berawal dari membeli Hardisk 

external WD 1 Tb dengan harga Rp.450.000.- setelah membayar ke kurir 

konsumen langsung membuka paket tersebut namun yang ditemukan bukan 

hardisk berbentuk fisik melainkan selembar kertas yang bergambar hardisk. 

Konsumen langsung menghubungi platform namun tidak memiliki 

penyelesaian dengan baik.15 

Banyaknya kasus COD yang terjadi akibat ketidaksesuaian barang pada 

transaksi COD yang berujung pada kerugian yang dialami oleh pembeli dan 

perlakuan kasar terhadap kurir yang mengantar barang pesanan perlu menjadi 

perhatian serius. Banyak pelaku usaha yang melakukan perbuatan kesalahan 

baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga muncul permasalahan yang 

tidak di inginkan oleh berbagai pihak. 

Berdasarkan Undang –undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen diatur hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 huruf a sampai 

dengan i salah satunya menjabarkan konsumen memiliki “hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

                                                             
14 Tim Kompas,2020 "Marak Lagi, Paket Misterius via COD yang Tak Dipesan Penerima", 

https://tekno.kompas.com/read/2020/12/24/11200007/marak-lagi-paket-misterius-via-cod-yang-

tak-dipesan-penerima?page=1. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 12:30 
15  Rivki,2018,”Kasus Jual-Beli Online Gambar Hard Disk, Ahli Hukum:ada Unsur 

menipu” https://news.detik.com/berita/d-4302473/kasus-jual-beli-online-gambar-hard-disk-ahli-

hukum-ada-unsur-menipu diakses pada tanggal 2 desember 2022 pukul 01:23 

https://tekno.kompas.com/read/2020/12/24/11200007/marak-lagi-paket-misterius-via-cod-yang-tak-dipesan-penerima?page=1
https://tekno.kompas.com/read/2020/12/24/11200007/marak-lagi-paket-misterius-via-cod-yang-tak-dipesan-penerima?page=1
https://news.detik.com/berita/d-4302473/kasus-jual-beli-online-gambar-hard-disk-ahli-hukum-ada-unsur-menipu
https://news.detik.com/berita/d-4302473/kasus-jual-beli-online-gambar-hard-disk-ahli-hukum-ada-unsur-menipu


8 

 

 
 

sebagaimana mestinya”. 16  Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis 

perlindungan konsumen dalam jual beli secara online dengan sistem COD  

melalui penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Perlindungan 

Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Dengan Sistem COD (Cash On 

Delivery) di Marketplace (Analisis Perbandingan Pada Shopee dan 

Tokopedia)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam melakukan transaksi 

jual beli secara online dengan sistem COD (Cash On Delivery) di 

Marketplace Shopee dan Tokopedia ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban Shopee dan Tokopedia dalam 

menyelesaikan sengketa terkait COD (Cash On Delivery)? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki 

tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian kali ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum  konsumen 

dalam melakukan perjanjian jual beli secara online dengan sistem COD 

(Cash On Delivery) di Marketplace Shopee dan Tokopedia. 

                                                             
16 Pasal 4 ayat h Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen 



9 

 

 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab Shopee dan 

Tokopedia dalam menyelesaikan sengketa terkait COD (Cash On 

Delivery). 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat yang berguna bagi yang membutuhkannya. Manfaat yang diharapkan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berupa 

sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum perdata terutama kajian 

terkait perlindungan konsumen jual beli secara online dengan sistem COD 

(Cash On Delivery). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dilihat dari segi praktis melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk 

dijadikan referensi untuk mengembangkan dan memperluas wawasan 

berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta melalui penelitian ini 

penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum.  

b. Bagi masyarakat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemahaman kepada masyarakat terutama para pihak yang secara 

langsung ikut serta dalam melakukan proses jual beli secara online 
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dengan menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) di Shopee dan 

Tokopedia. 

c. Bagi Platform E-Commerce 

Dalam Penelitian ini memaparkan kelebihan dan kekurangan dari 

sistem COD hal tersebut dapat dijadikan sebuah ulasan atau sarana 

untuk meningkatkan kebijakan dan peraturan sebuah platform e-

commerce. dan juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat 

terhadap e-commerce dalam melakukan transaksi jual beli secara 

online. 

E. Ruang Lingkup 

Melihat pembahasan tentang ilmu hukum yang cakupan 

pembahasannya cukup luas maka diperlukan batasan dalam penelitian ini, 

sehingga dalam hal ini ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu kajian tentang ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan 

dengan perlindungan konsumen dalam jual beli secara online, proses jual 

beli online dengan sistem COD (Cash On Delivery) di Shopee dan 

Tokopedia, serta bagaimana Undang – Undang perlindungan konsumen 

melindungi hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan jual beli online 

apabila terdapat ketidaksesuaian dengan objek perjanjian yang disepakati.  

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Konsumen 

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999, 

dalam pasal 1 terdapat definisi mengenai “Perlindungan konsumen adalah 
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segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen”. Arti dari konsumen disini termuat dalam 

pasal 2 UUPK yang menjabarkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan”.17 

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat 

oleh lembaga pemerintah dengan tujuan untuk memberi perlindungan 

hukum dan jaminan kepastian hukum kepada setiap konsumen dari berbagai 

konflik ataupun sengketa karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. 18 

Menurut Sidobalok mengenai Perlindungan konsumen adalah keseluruhan 

peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan 

produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan 

mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum 

terhadap kepentingan konsumen.19 

Perlindungan hukum dapat digunakan untuk melindungi 

kepentingan umum sebelum tindakan sewenang-wenang yang merupakan 

tujuan hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.  

Berlandaskan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta 

                                                             
17 Toman Sony Tambunan,dkk. 2018. “Hukum Bisnis”. Jakarta:Prenadamedia Group. Hlm. 

247 
18 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 

2013, hlm. 22. 
19 Sidobalok, J.,2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: CItra 

Aditya Bakti.hlm 39 
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pengakuan terhadap hak – hak manusia yang dimilki oleh subjek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewangan. 20 Pendapat lain dari 

Muchsin, Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:21 

i.  Perlindungan Hukum Preventif, yaitu pemberian perlindungan dari 

pemerintah dengan tujuan dapat menghindari terjadinya 

pelanggaran. Keadaan ini termuat dalam peraturan perundang – 

undangan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran 

serta memberikan tanda atau batasan-batasan dalam melaksanakan  

kewajiban.  

ii. Perlindungan Hukum Represif, adalah bentuk dari perlindungan 

akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang berikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya 

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

Teori perlindungan konsumen ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah kedua. Serta bertujuan melindungi konsumen karna 

pelaku usaha telah melanggar prinsip kehati – hatian.  

 

                                                             
20 Philipus M. Hadjon. 1987. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah 

Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya”. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25 
21 Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. 

Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20. 
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2. Teori Perjanjian di bidang E-Commerce 

Menurut subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau 

lebih berjanji melaksanaan perjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal 

tertentu, dan istilah ini sering juga disebut dengan kontrak. 22  Hukum 

perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak 

yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau dapat juga dikatakan 

hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang 

berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. 23 Dalam hal ini, 

kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa 

adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. 

Untuk dinyatakan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat 

yang terdapat dalam pasal 1320  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

sebagai berikut :24 

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. suatu hal tertentu 

d. suatu sebab yang halal 

Dari 4 syarat diatas dapat dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu syarat 

subjektif dan syarat objektif. Yang termasuk ke dalam syarat subjektif 

adalah syarat 1 dan 2 karena berkaitan dengan orang – orang atau bisa 

dikatakan subjeknya yang melakukan perjanjian serta kemampuan subjek 

                                                             
22 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intetmasa, 1991, Hlm 1. 
23 Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1998, Hlm 122 
24 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 
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melakukan suatu perjanjian. Namun jika suatu perjanjian tidak memenuhi 

syarat subjek, maka dapat disimpulkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam syarat objektif adalah syarat 3 

dan 4 dikarenakan syarat tersebut berkaitan dengan objek dari suatu 

perjanjian atau perbuatan hukum yang dibuat. Sehingga akibat hukum dari  

tidak terpenuhinya syarat objektif dari perjanjian tersebut adalah batal demi 

hukum. 

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik di mana satu pihak 

(penjual) berjanji untuk melepaskan kepemilikan barang dan pihak lain 

(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang 

sebagai imbalan untuk memperoleh hak milik tersebut. Barang yang akan 

dijual harus dapat diidentifikasi sekurang-kurangnya bentuk dan jumlahnya 

pada saat diserahkan kepada pembeli.25 

Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah 

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan.26 Pengertian dalam pasal 1457 KUHPerdata tersebut 

dapat diartikan bahwa terdapat dua unsur pokok jual beli yaitu27 : 

a) Barang atau benda yang diperjualbelikan 

                                                             
25 R. Subekti, Aneka Pejanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 1. 
26 Pasal 1457 Kitab Undang – undang Hukum Perdata 
27  Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli 

Menurut Perspektif Hukum perdata, Lex Privatum, Volume 8 Nomor 1, 2020, 

(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871), hlm.39. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871
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Sebagaimana diatur dalam pasal 1332 KUHPerdata, objek perjanjian dan 

persetujuan yang diperbolehkan hanya barang yang biasa diperdagangkan. 

Maka yang dapat menjadi objek jual beli adalah sebuah benda bergerak 

yang tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat dan ukurannya.  

b) Harga  

Dalam hal ini harga artinya suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam 

bentuk uang. Harga ditetapkan oleh kesepakatan antara para pihak. 

Pembayaran harga yang disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak 

pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.  

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama 

dengan memperhatikan pelaksanaan jual beli online yang memenuhi syarat 

sahnya perjanjian serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. 

3. Teori Itikad Baik 

Terkait teori Asas Itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata yang menjabarkan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik.” Itikad baik menurut pasal tersebut adalah bahwa 

pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-

norma kepatutan dan kesusilaan.28 Itikad baik menurut M.L. Wery adalah 

perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, 

                                                             
28 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 

99. 
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tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja 

tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.29 

Terkait apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan, 

Undang – Undang tidak memberikan rumusannya. Oleh karena itu, tidak 

ada ketetapan batasan mengenai pengertian istilah tersebut. Berdasarkan arti 

kedua kata tersebut, kiranya digambarkan dengan kesusilaan dan kepatutan 

sebagai nilai yang pantas, layak, patut, cocok, sopan, sesuai dan beradab, 

dengan dikehendaki bersama – sama oleh setiap pihak yang membuat 

perjanjian.  

Akan tetapi, pengertian itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata yang berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik 

adalah bersifat dinamis. Dapat dikatakan dengan melakukan suatu 

perbuatan yang jujur harus sejalan dalam hati sanubari seorang manusia. 

Maka dari itu akan selalu terkenang bahwa manusia merupakan bagian dari 

masyarakat yang harus saling menguntungkan dengan menggunakan kata – 

kata yang baik dan dimengerti selama membuat suatu perjanjian. Setiap 

pihak harus memperhatikan hal – hal yang penting dan tidak boleh 

menggunakan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.30 

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian 

berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan 

                                                             
29  Khoirul, Hukum Kontrak, Slide 1, Ppt. http://Sunan-

ampel.ac.id.http://www.blogger.com/postcreate.g?blogID=4721434971760548512#_ftnref2, 

diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 20:20 
30  P.L. Werry, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, (Jakarta: 

Percetakan Negara RI, 1990), hlm. 10. 

http://sunan-ampel.ac.id.http/www.blogger.com/postcreate.g?blogID=4721434971760548512#_ftnref2
http://sunan-ampel.ac.id.http/www.blogger.com/postcreate.g?blogID=4721434971760548512#_ftnref2
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keadilan dan kepatutan. Kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 

1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi 

juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau Undang-

Undang. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

pertama dan kedua untuk menjelaskan bajwa setiap pihak dalam melakukan 

transaksi elektronik harus memiliki itikad baik agar tidak mengakibatkan 

kerugian. 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 

mencapai sasaran yang di perlukan dalam penggunanya, sehingga dapat 

memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran 

atau tujuan pemecahan permasalahan. Metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh data 

penelitian.31 

Metode penelitian menyangkut prosedur dan teknik yang akan 

digunakan dalam suatu penelitian. Prosedur menunjuk pada urutan 

pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan teknik mengarah pada alat yang 

akan digunakan. Prosedur dan teknik akan sangat menentukan bagaimana 

hasil dan proses dari penelitian yang akan dilakukan. Sehingga peneliti 

harus memahami bagaimana prosedur dan teknik yang akan digunakan 

                                                             
31 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 1, Bandung: CV. 

Alfabeta, 2013, Hlm 46. 
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dalam penelitian. Di bawah ini akan di paparkan mengenai metode yang 

akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian kali ini. 

1. Jenis Penelitian 

Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pada 

penelitian normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum 

kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian kepustakaan merupakan suatu 

cara yang dipakai dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan – bahan 

pustaka yang ada.32 

 Dalam penelitian ini dilakukan atau ditujukkan hanya pada 

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian 

hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar 

hukum terkemuka. Pada penelitian ini juga didukung data empiris yaitu 

dengan mewawancarai customer service via telepon dari kedua marketplace 

dengan tujuan agar dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam membahas pokok 

permasalahan yaitu sebagai berikut : 33 

a) Pendekatan Perundang – Undangan (statue approach) 

                                                             
32 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja rafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14. 
33 Johhny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 

2006, Hlm 267. 
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Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang dikaji. 34  Pendekatan 

Perundang – undangan  (Statute Approach) dilaksanakan dengan 

cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang 

bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.35 

b) Pendekatan Perbandingan (comparative approach)  

Jenis pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian hukum dengan memberikan perbandingan 

terhadap isu hukum dengan mengkaji perbandingan mengenai 

konsepsi – konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga 

hukum. Penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dapat 

dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melihat unsur – 

unsur dibelakangnya atau bisa dilihat dari suatu nilai yang terdapat 

dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep 

yang akan dipakai. 

c) Pendekatan Analisis (Analytical Approach).  

Pendekatan Analisis (Analytical Approach) pendekatan ini 

dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum 

yang terdapat dalam perundang – undangan, dengan memperoleh 

                                                             
34 Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm 93. 
35 Amiruddin,dkk, 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo 

Persada,Jakarta, hlm.164 
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pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji 

penerapannya secara praktis dengan menganalisis kasus – kasus.36   

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer.  

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen;  

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik;  

4) Undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik  

b. Bahan hukum sekunder.  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer. 37  Hal ini seperti buku-buku 

                                                             
36  Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris.(Yogjakarta: pustaka pajar, 2010), hal 34. 
37 Ibid 
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mengenai perjanjian, bahan kepustakaan yang bersumber dari jurnal, 

majalah, website, tesis, artikel dan laporan mengenai penelitian yang 

relevan dari pembahasan penelitian. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi dan 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan dan adanya data 

pendukung melalui media elektornik seperti internet, website yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini menjelaskan 

suatu metode kualitatif yaitu metode yang melakukan uraian secara deskriptif 

dari media elektronik dan buku – buku literature atau dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan 

yang berkaitan dengan penulisanan skripsi ini.38 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang didapatkan mengenai penelitian ini dianalisis 

secara kualitatif.  Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan di 

selektif mengenai relevan dan representatif yang berkaitan dengan 

permasalahan, diteliti dan dianalisis secara mendalam, dipaparkan secara 

deskriptif sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas. 

                                                             
38 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, 

hlm 3. 
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6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Dalam metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode deduktif, artinya penalaran yang berlandaskan 

pada keadaan secara umum dan selanjutkan akan menghasilkan kesimpulan 

secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Surakhamad Winarto, Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Teknik, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17. 
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